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KATA PENGANTAR EDITOR

Gelombang revolusi dalam teknologi digital yang terus berkembang 
dengan pesat telah mengubah wajah dunia. Jika dibandingkan dengan sektor 
lain, kemajuan teknologi digital ini berjalan lebih gesit dan penuh inovatif. 
Dari aspek yang sederhana saja, dewasa ini jumlah orang yang memiliki 
telepon seluler (ponsel) mungkin jauh lebih besar daripada mereka yang 
memiliki akses terhadap listrik atau air bersih. Difusi gelombang teknologi 
digital telah merangkak masuk ke semua aspek kehidupan dan ekonomi 
masyarakat dunia, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, ritel, hotel, 
dan bahkan keuangan.

Dalam sektor keuangan – yang menjadi lokus dari kajian buku bunga 
rampai (book chapter) - inovasi teknologi sebenarnya bukan merupakan 
fenomena baru. Antara teknologi dan keuangan, keduanya memiliki 
sejarah simbiosis mutualisme yang panjang, sehingga secara inheren 
teknologi keuangan (financial technology), atau yang lebih populer dengan 
sebutan fintech, juga bukan merupakan pengembangan baru bagi industri 
jasa keuangan. 

Meskipun demikian, intensitas pembahasan dan kajian tentang 
keterkaitan keduanya cukup tinggi akhir-akhir ini, terutama karena 
penetrasi fintech itu sangat cepat. Isu tersebut juga menjadi perhatian 
banyak pihak pada berbagai level di Indonesia, baik di kalangan pengambil 
keputusan, akademisi, dan praktisi bisnis keuangan maupun di tingkat 
publik (masyarakat) sebagai konsumen atau pengguna fintech. Misalnya 
seperti isu mata uang kripto (cryptocurrency), bitcoin, blockchain. 

Meskipun telah muncul banyak perhatikan dari kalangan ekonom 
secara umum terkait fintech, penulis belum banyak melihat diskursus yang 
mengaitkannya dengan keuangan Islam. Kaitannya dengan keuangan Islam 
(Islamic Finance) menarik untuk dibahas, sebab Indonesia merupakan 
salah satu pasar ekonomi syariah terbesar di Indonesia (katadata.co.id, 
2020). Itu artinya, fintech harus dilihat dari perspektif keuangan Islam 
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untuk memberikan edukasi kepada para umat Islam khususnya, dan bagi 
pelaku pada pasar ekonomi syariah. 

Berbicara terkait dengan keuangan Islam, pemikiran ekonomi Islam 
telah diawali sejak Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul. 
Rasulullah SAW menerbitkan sejumlah kebijakan yang menyangkut 
berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain 
masalah hukum (fiqih), politik (siyasah) juga masalah perniagaan atau 
ekonomi (muamalah). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian 
Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga 
keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, Al-Qur’an dan Al-Hadits 
digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan 
sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah yang selanjutnya juga 
diterapkan oleh para pengikutnya dalam mengelola perekonomian suatu 
negara (Nugroho et al., 2018). Dinamika ekonomi secara konsisten mengalami 
perkembangan dari masa Rasulullah, masa Khulafaurrasyidin, masa Umar 
bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib hingga perkembangan dan 
kemajuan ekonomi saat ini yang sudah menuju industri 4.0. 

Book Chapter ini hadir tentu untuk mengisi riuhnya kajian terkait 
fintech, namun untuk memberikan distingsi dengan kajian terdahulu, serta 
agar tidak terjadi reduplikasi pembahasan, diskursus fintech di sini akan 
ditinjau dari perspektif keuangan Islam yang holistik yang tersebar dalam 
18 (delapan belas) pembahasan. 

Pertama, “Fintech dalam Sistem Keuangan Islam: Sebuah Pengantar” 
yang ditulis oleh Hartina Fattah, Ichwan Riodini. Kedua penulis 
memberikan kesimpulan bahwa fintech telah masuk ke sistem keuangan 
syariah. Fintech tidak bertentangan dengan prinsip keuangan Islam ditinjau 
dari aspek kaidah ushul fiqh, Al-Quran dan hadis, ijmak ulama, ijtihad, dan 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, pada 
dasarnya akad yang terdapat dalam fintech tidak bertentangan selagi tidak 
melanggar prinsip syariah.

Kedua, “Fintech: Peluang Keuangan Syariah” yang ditulis oleh 
Jamaludin. Menurut dia, fintech hadir bukan sebagai pesaing dari 
perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya. Sebaliknya kehadiran 
fintech secara nyata membentuk kerja sama antarlembaga. Fintech Peer-
to-Peer Lending (P2PL) syariah di Indonesia telah hadir sebagai salah satu 
alternatif pendanaan bagi kalangan masyarakat. 
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Ketiga, “Implikasi Kemajuan Teknologi untuk Intermediasi 
Keuangan dalam Islam” yang ditulis oleh Sri Wahyuni Hasibuan. Penulis 
menjelaskan dampak positifnya adalah memudahkan dalam melakukan 
kegiatan bisnis syariah, pembayaran, melakukan pinjaman bahkan dapat 
memudahkan untuk menyalurkan dana ZISWAF. Nasabah juga lebih puas 
dengan merasakan berbagai manfaat dan keuntungan teknologi yakni lebih 
aman dan nyaman apalagi transaksi dengan jumlah besar tidak perlu lagi 
membawa uangnya, dapat dilakukan kapan saja asal terhubung dengan 
internet, cepat, hemat tenaga, dan lebih mudah.

Keempat, “Fintech di Bidang Keuangan Islam: dari Keuangan 
Kolaboratif hingga Keuangan Berbasis Masyarakat” yang ditulis oleh 
Dhidhin Noer Ady Rahmanto,  Meutia Layli, Nasrulloh. Tulisan tersebut 
mengungkapkan pentingnya fintech yang mampu menawarkan pengalaman 
pelanggan yang lebih baik tetapi perlu tumbuh berkolaborasi dengan 
lembaga keuangan yang ada agar eskalasi atau akselerasi fintech juga lebih 
baik dan sukses. 

Kelima, “Intermediasi Keuangan, Fintech, dan Kepatuhan Syariah” 
ditulis oleh Ishak. Penulis menjelaskan pesatnya perkembangan fintech 
di Indonesia direspons positif dengan adanya beberapa regulasi yang 
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia 
(BI). Selain fintech konvensional, fintech syariah di Indonesia juga mulai 
berkembang saat ini. Terlebih sudah terbitnya fatwa DSN-MUI tentang 
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Syariah (Fatwa 
No.117/DSN-MUI/IX/2018).

Keenam, “E-commerce dan Intermediasi Keuangan Islam” yang 
ditulis oleh Mohammad H. Holle. Tulisan tersebut memberikan simpulan 
bahwa jika e-commerce diaplikasikan di lembaga keuangan syariah, tidak 
mengapa; yang lebih penting, dapat mencegah transaksi yang tidak adil 
dan merugikan masyarakat. Bank Islam dan lembaga keuangan harus 
beradaptasi dengan teknologi saat ini karena mereka bersaing dengan 
sistem tradisional dan tidak mengenakan bunga pada transaksi e-commerce. 
Sebaliknya, bank dan lembaga keuangan Islam harus menunjukkan kepada 
seluruh dunia bahwa mereka dapat memberikan kartu kredit yang riba, 
garar, dan maysir.

Ketujuh, “Fintech dalam Teori Maqashid Syariah” yang ditulis 
oleh Kamaruddin Arsyad. Artikel tersebut menjelaskan bahwa fintech 
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harus menjadikan maqashid syariah sebagai landasan dalam melakukan 
aktivitas bisnisnya. Maqashid syariah yang dimaksud adalah hifdz al-
din (melindungi agama), hifdz al-nafs (melindungi jiwa), hifdz al-’aql 
(melindungi akal), hifdz an-nasl (melindungi keturunan) dan hifdz al-maal 
(melindungi harta). 

Kedelapan, “Fintech dan Keuangan Syariah: Menetapkan Parameter 
Syariah” ditulis oleh Abdul Aziz, Wahyu Purbo Santoso. Artikel tersebut 
menerangkan bahwa perkembangan fintech pada lembaga keuangan global 
semakin nyata dan sangat memudahkan bagi para penggunanya di era 
rekayasa Industri 4.0. Industri keuangan syariah tidak bisa menghindar 
dari kenyataan itu, maka perlu adopsi dan adaptasi fintech menjadi 
i-Fintech (Islamic Financial Technology) atau fintech syariah dengan tetap 
melakukan kepatuhan syariah.

Kesembilan, “Mata Uang dalam Hukum Islam: Analisis Syariah 
tentang Bitcoin” yang ditulis oleh Ali Mutakin. Penulis menyinggung 
hukum penggunaan bitcoin dari sudut pandang syariah. Ada pendapat yang 
menyatakan bitcoin adalah haram dikarenakan ia mudah digunakan untuk 
kegiatan ilegal; tidak berwujud, dan ia memungkinkan untuk pencucian 
uang dan penipuan; karena terbuka untuk spekulasi (garâr dan maysîr) 
yang berlebihan. Ada juga yang menyatakan bahwa cryptocurrency 
(bitcoin) pada prinsipnya halal. Pandangan ini didasarkan pada kaidah 
fikih “al-Ashlu fî al-Mu’âmalât al-‘Ibâhah, Illâ an Yadulla al-Dalîl ‘ala 
Tahrîmihâ.”

Kesepuluh, “Crowdfunding in Islamic Finance: Memastikan 
Pengawasan Syariah yang Tepat” yang ditulis oleh Naelati Tubastuvi. 
Artikel tersebut mengulas tantangan yang lebih luas yang dihadapi 
crowdfunding secara umum, seperti risiko dan tantangan hukum, ada juga 
masalah operasional terkait tata kelola dan tantangan kepatuhan Syariah. 
Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa transaksi keuangan Islam 
didasarkan pada pertukaran barang dan jasa, bukan hanya kepercayaan 
bunga. Maka, perlu dipastikan adanya pertukaran barang dan jasa yang 
nyata yang memenuhi semua syarat.

Kesebelas, “Peraturan Fintech dan Criptocurrency” yang ditulis oleh 
Nugraha Hasan. Artikel tersebut menjelaskan regulasi menjadi instrumen 
penting di Indonesia melihat kejelasan legalitas fintech dan criptocurrency 
sebagi produk inovasi teknologi berbasis ekonomi nasional. Lahirnya 
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berbagai peraturan yang mengikat operasional fintech dan criptocurrency 
dapat menjadi acuan dasar pengaturan sistem ekonomi digital di Indonesia.

Kedua belas, “Fintech di Keuangan Islam: Model Bisnis dan Kebutuhan 
akan Solusi Hukum” yang ditulis oleh Misno. Artikel ini mengulas terkait 
adanya kebutuhan layanan jasa keuangan yang selaras dengan keyakinan 
Islam. Itu artinya perkembangan fintech juga harus diselaraskan dengan 
nilai-nilai Islam, khususnya bagi pasar Muslim yang merupakan mayoritas 
di Indonesia. Hal ini meniscayakan pengembang fintech untuk membuka 
layanan syariah, baik menjadi produk utama atau sebagai lini produk dari 
fintech konvensional.

Ketiga belas, “Teknologi Blockchain dan Prospek Kontrak Cerdas di 
Bidang Keuangan Islam” yang ditulis oleh Dede Aji Mardani. Penulis 
menjelaskan bahwa revolusi digital banking dan teknologi blockchain 
merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan dunia perbankan dan 
lembaga keuangan. Bank dan lembaga keuangan syariah mau tidak mau 
harus emansipatif dan adaptif terhadap perkembangan disrupsi teknologi 
keuangan. Teknologi blockchain diyakini sebagai keamanan yang tinggi 
sehingga sulit untuk diretas. 

Keempat belas, “Potensi Kontrak Cerdas dalam Keuangan Perdagangan 
Islam” yang ditulis oleh Hasbi Ash Shiddieqy. Penulis menjelaskan bahwa 
berkembangnya sistem kontrak cerdas atau sistem perdagangan digital saat 
ini sangat memberikan pengaruh kepada sistem keuangan perdagangan 
Islam karena semua financial technology syariah menggunakan semua 
akad-akad yang halal secara syariah atau menggunakan sistem keuangan 
perdagangan Islam.

Kelima belas, “Mengintegrasikan Crowdfunding Wakaf ke dalam 
Blockchain” yang ditulis oleh  Edy Setyawan, Wanti Ernawati, Abdul Aziz. 
Artikel ini menjelaskan bahwa intergrasi crowdfunding wakaf dengan 
teknologi blockchain di era digital adalah suatu keniscayaan, di mana 
era serba canggih dengan kecerdasan buatan (AI). IoT dengan teknologi 
blockchain mempermudah donatur (wakif) menyalurkan dana wakaf baik 
tunai maupun nontunai bisa melalui e-wakaf, belanja amal online.

Keenam belas, “Blockdentity: Masa Depan di Luar Identitas Digital” 
yang ditulis oleh Budi Sukardi. Penulis mengungkapkan bahwa kehadiran 
blockdentity sebagai konsep inovatif identitas digital yang dapat diterapkan 
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dalam keuangan Islam dan global. Menurutnya, ini dapat menimbulkan 
beberapa tantangan bagi sistem identitas tradisional dan dalam menentukan 
masa depan ekonomi digital. Namun, Ada kebutuhan yang baik bagi 
lembaga keuangan Islam untuk memanfaatkan kemampuan inovasi baru 
untuk menarik generasi digital dan membangun basis pelanggan yang setia 
pada produk dan layanan.

Ketujuh belas, “Perbankan Tentang ICT: Relevansi Penyelesaian 
Sengketa Online dalam Industri Perbankan Syariah di Indonesia yang 
ditulis oleh Chaidir Iswanaji, M. Zidny Nafi’ Hasbi, Muhammad Salaman 
Al Farisi. Artikel tersebut mengungkapkan kemungkinan adanya potensi 
sengketa di antara para pihak disebabkan perkembangan aktivitas bisnis 
syariah dan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu diperlukan cara 
menyelesaikan sengketa yang seharusnya sesuai dengan kondisi saat ini 
yang semua aktivitas dilakukan dengan cepat dan efisien melalui bantuan 
internet

Kedelapan belas, “Dampak Fintech saat Ini dan Masa Depan Keuangan 
Syariah” ditulis oleh Sitti Nikmah Marzuki. Ia menjelaskan bahwa 
kebangkitan teknologi informasi berbasis mobile telah membangkitkan 
layanan jasa keuangan yang didesain sesuai dengan kebutuhan konsumen 
dalam genggaman. Sinergi antara sektor jasa keuangan dengan teknologi 
informasi atau yang saat ini lebih populer disebut dengan Financial 
Technology (fintech) bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan 
teknologi dalam mempercepat layanan jasa keuangan.

Artikel-artikel yang dituliskan oleh para akademisi dan pemerhati 
keuangan Islam lintas universitas di Indonesia tersebut memberikan 
pemahaman yang mendalam terkait dengan isu dan realitas yang 
berkembang terkait dengan fintech yang kaitannya dengan keuangan Islam. 
Bagi kalangan akademisi, buku ini tentu dapat menjadi rujukan yang tepat 
dalam memperdalam dirkursus terkait. 

Selamat membaca!

Jakarta, April 2022

Editor
Fachrurazi
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BOOK CHAPTER | Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik 

FINTECH DAN KEUANGAN SYARIAH: 
MENETAPKAN PARAMETER SYARIAH

Abdul Aziz1, Wahyu Purbo Santoso2 
1Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon 2Univesitas Siber 

Asia, Jakarta
1abdulazizmunawar11@gmail.com 2Wahyupurbo@lecturer.unsia.ac.id

Abstrak: Perkembangan Fintech pada lembaga keuangan global 
semakin nyata dan sangat memudahkan bagi para penggunanya di era 
rekayasa Industri 4.0. Industri keuangan syariah tidak bisa menghindar 
dari kenyataan itu, maka perlu adopsi dan adaptasi Fintech menjadi 
i-Fintech (Islamic Financial Technology) atau Fintech syariah dengan 
tetap melakukan kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah berkiblat pada 
prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan 
Al-Hadis, serta Ijmak (Fatwa) sekaligus sebagai parameter keuangan 
syariah, termasuk i-Fintech-nya. Prinsip utama keuangan syariah harus 
bertumpu pada kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kemudaratan 
(kerusakan) melalui nilai-nilai ketauhidan, keadilan, keseimbangan, dan 
pemerataan menuju al-Falah (kebahagiaan lahir batin) dengan menghindari 
transaksi ribawi, garar, dharar, maysir, najsy, dan tadlis menjadi pemicu 
terbentuknya 4 (empat) parameter keuangan syariah (Fintech), seperti 
parameter kepatuhan peraturan, kepatuhan syariah, kepatuhan manajemen 
risiko, dan kepatuhan pada tata kelola keuangan syariah.

Kata Kunci: islamic financial technology. Keuangan global, fatwa

Pendahuluan

Rekayasa teknologi di era Industri 4.0 membuahkan berbagai produk 
teknologi digital yang tak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupan 
manusia, tak terkecuali di sektor keuangan global baik yang konvensional 
maupun keuangan syariah (Laldin et al., 2019), mulai dari New York, San 
Francisco Amerika Serikat ke London Inggris, Dubai, Singapura, Turki, 
Bangladesh (Ahmad et al., 2020) dan hampir di seluruh negara di dunia 
mulai melirik penggunaan finansial teknologi (Finocracy et al., 2017), 
termasuk negara Sri Langka (Fairooz & Wickramasinghe, 2019).
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Fintech dan Keuangan Syariah: Menetapkan Parameter Syariah

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim tentu tak 
ingin ketinggalan dari Malaysia (Abd Rani et al., 2021), keberadaan 
keuangan syariah yang sudah 30 tahun lebih pasti ingin memberikan 
pelayanan terbaik dan modern melalui Fintech (Khudhori et al., 2021) 
supaya terjamin fleksibilitas, kenyamanan, keamanan, dan efisiensi 
pengguna layanan keuangan berbasis syariah (Alam et al., 2019; Glavina 
et al., 2020) tentu dengan mematuhi fatwa DSN-MUI (Aulia et al., 2020).

Fintech yang kini sudah menjadi kebutuhan primer (dharury) (Hasan 
et al., 2021) di sektor keuangan tak perlu lagi diperdebatkan kehalalannya 
(Narastri, 2020; Rabbani et al., 2020), akan tetapi perlu diberi ukuran 
(Baber, 2019) dan parameter syariahnya (Laldin et al., 2019; Jamaruddin 
et al., 2020) agar kepatuhan secara syar’i tetap terjaga dan terstandar 
(Muhammad et al., 2019; Jamil et al., 2019) bebas dari riba, garar, dharar, 
maysir, dan mafshadat (kerusakan) (Lajis, 2019).

Maka dari itu, keuangan syariah di era Industri 4.0 denga platform digital 
sudah seharusnya menggunakan teknologi cerdas ini (Fintech) (Muneeza et 
al., 2021; Alam et al., 2019). Cerdas dan efektif dalam penyediaan layanan, 
melayani, dan bebas penipuan (peretasan) (Nurfadilah et al., 2021). Karena 
kebutuhan mendatang akan lebih kompetitif, fleksibel namun kompleks 
yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, inovatif, efektif dan efisien, 
seperti dalam pembayaran digital berbasis e-wallet atau dompet digital 
(Ahmed et al., 2021) dan lain sebagainya. Dan, keuangan syariah dituntut 
mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan prinsip 
syariah dan nilai-nilai yang ada di dalamnya (Agustiningsih et al., 2021).

Dalam tulisan ini akan dipaparkan Fintech dan digitalisasi 
keuangan syariah dengan menerapkan ukuran-ukuran dan parameter-
parameternya berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam sehingga dijamin 
kesyariahannya, tanpa bimbang dan ragu dalam pelaksanaan penggunaan 
dan implementasinya. 

Fintech dan Digitalisasi di Era Society 5.0

Untuk mengimbangi era Industri 4.0 yang lebih diperankan oleh inovasi 
teknologi, dan “mengesampingkan” peran manusia maka bersamaan 
dengan itu pula muncul Society 5.0 yang dipelopori Jepang dalam 
mengemban misi kemanusiaan berkelanjutan (Keogh et al., 2020) untuk 
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mengendalikan digitalisasi agar terarah (Aziz, et al., 2021). Teknologi 
internet yang memerankan digitalisasi harus sepenuhnya dikendalikan 
oleh manusia, bukan sebaliknya (Roblek et al., 2020). 

Perkembangan digitalisasi berbasis teknologi internet tidak bisa 
diabaikan perubahannya terus-menerus berinovasi di era Industri 4.0, 
sehingga perlu diimbangi dengan literasi keuangan yang masif untuk 
mewujudkan masyarakat 5.0 (Nurlaili et al., 2021). Namun bukan berarti 
adanya digitalisasi teknologi sepenuhnya produktivitas dapat meningkat 
dan berjalan dengan efektif justru memunculkan masalah baru yaitu 
Cyberloafing (penyimpangan aktivitas di tempat kerja, Shaddiq et al., 
2021).

Namun meskipun ada gangguan berupa Cyberloafing yang disebabkan 
ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Chen et al. (2019) menegaskan 
bahwa penggunaan Fintech di sektor keuangan yang memerlukan teknologi 
utama dapat menuntaskan kinerja secara efektif, seperti pada tabel 1 
perangkat digitalisasi Fintech berikut.

Tabel 1. Perangkat Digitalisasi Fintech

Definisi Kategori Teknologi 
Utama Contoh Dunia Nyata

Keamanan cyber:
Perangkat keras atau 
perangkat lunak yang 
digunakan untuk melindungi 
privasi finansial atau 
perlindungan terhadap 
pencurian atau penipuan 
elektronik

Enkripsi, 
tokenisasi, 
autentikasi, 
biometrik

ATM pemindai 
iris Diebold, 
Kartu Biometrik 
Mastercard, login 
pengenalan wajah 
USAA, Experian 
CreditLock

Transaksi seluler:
Teknologi yang memfasilitasi 
pembayaran melalui 
perangkat nirkabel seluler, 
seperti ponsel cerdas, tablet, 
dan perangkat yang dapat 
dikenakan

Dompet 
smartphone, 
dompet digital, 
komunikasi jarak 
dekat

Apple Pay, Android 
Pay, Pembayaran 
Ekspres Seluler 
PayPal, Venmo, 
Square
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Definisi Kategori Teknologi 
Utama Contoh Dunia Nyata

Analisis data:
Teknologi dan algoritme 
yang memfasilitasi analisis 
data transaksi atau data 
keuangan konsumen

Data besar, 
komputasi awan, 
kecerdasan 
buatan, 
pembelajaran 
mesin

Penilaian 
kredit Equifax 
NeuroDecision, 
JPMorgan Contract 
Intelligence (COiN), 
Analisis Sentimen 
Sosial Bloomberg

Blockchain:
Teknologi buku besar 
terdistribusi dengan aplikasi 
utama untuk layanan 
keuangan

Cryptocurrency, 
bukti kerja, 
kontrak pintar, 
grafik asiklik 
terarah

Bitcoin, Jaringan 
Pembayaran 
Ripple, Visa B2B 
Connect, platform 
perdagangan aset 
Nasdaq Linq

Peer-to-peer (P2P):
Perangkat lunak, sistem, atau 
platform yang memfasilitasi 
transaksi keuangan 
konsumen-ke-konsumen

Crowdfunding, 
pinjaman P2P, 
pembayaran 
pelanggan-ke-
pelanggan

GoFundMe, 
Kickstarter, Klub 
Peminjaman, 
Marketplace 
Sejahtera, Zelle

Penasihat Robo:
Sistem komputer atau 
program yang memberikan 
saran investasi otomatis 
kepada pelanggan atau 
manajer portofolio

Kecerdasan 
buatan, 
data besar, 
pembelajaran 
mesin

Peningkatan, 
Portofolio Inti 
E-Trade, Portofolio 
Cerdas Schwab, 
Layanan Penasihat 
Pribadi Vanguard

Internet hal (IoT):
Teknologi yang berkaitan 
dengan perangkat pintar yang 
mengumpulkan data secara 
real-time dan berkomunikasi 
melalui internet

Perangkat pintar, 
komunikasi jarak 
dekat, jaringan 
sensor nirkabel, 
aktuator

UnitedHealthcare 
Motion F.I.T. 
pelacak, telematika 
SmartRide Nasional, 
sensor rumah pintar 
Asuransi Wisatawan

Sumber: Chen et al. (2019)
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Konsep utama era Industri 4.0, seperti pada tabel 1 di atas, yang 
berbasis pada capaian inovasi teknologi dengan perangkat rekayasanya 
dan Society 5.0 sebagai penyeimbang dan pelengkap untuk kepentingan 
bersama masyarakat (Purnaya, 2021). Kehadiran era Industri 4.0 dan 
Society 5.0 memunculkan berbagai inovasi teknologi industri yang salah 
satunya adalah Fintech berbasis internet. Perkembangan internet dari masa 
ke masa membuahkan 4 produk (Roblek et al., 2020) sebagaimana terlihat 
pada gambar 1 berikut.

Sumber: Roblek et al. (2020)

Gambar 1. Internet Masa Depan

Gambar di atas memperlihatkan empat inovasi produk teknologi internet, 
yaitu 1) Internet of Things/IoT, 2) Internet of Users/IoU, 3) Internet of 
Service/IoS, dan 4) Internet of Content/IoC. Jika IoT hanya fokus pada 
transfer big-data melalui jaringan, IoS berorientasi pada efektivitas layanan, 
IoU fokus pada melayani keterlibatan banyak pengguna yang berbeda 
dengan kebutuhan yang berbeda pula, dan puncaknya adalah inovasi IoC 
yang mampu menggunakan seluruh informasi untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan dan aktivitasnya.

Teknologi internet dengan varian inovasinya seperti tersebut di atas, 
ditambah AI, robotika, Fintech dan sejenisnya mencerminkan transformasi 
digital di era Industri 4.0 semakin lengkap untuk layanan kebutuhan global 
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(Kumorotomo, 2020). Secara khusus, Fintech yang merupakan hasil dari 
inovasi teknologi internet masa depan berbasis IoT dan IoU dapat digunakan 
hampir untuk semua aspek sistem keuangan. Penggunaan Fintech berbasis 
internet ini dapat mengurangi biaya transasksi dan produknya ramah 
pengguna (Anshari et al., 2020; Iman, 2020), karena Fintech mempunyai 
lima kelebihan, yaitu a) pengguna, b) nilai tambah, c) aturan, d) taktik, dan 
e) ruang lingkup (Hung dan Luo, 2016; Iman, 2020).

Sementara Gomber et al. (2017) menegaskan bahwa Fintech yang 
merupakan hasil inovasi rekayasa teknologi internet menginisiasi khusus 
di sektor keuangan mengubah kemapanan, model bisnis, dan penawaran 
layanan. Puschmann (2017) mempertegas bahwa Fintech merupakan 
suatu rekayasa produk industri keuangan akibat perkembangan TI untuk 
menghasilkan model bisnis, produk, dan layanan intra atau antar-organisasi 
/ perusahaan baru, proses dan sistem. Lihat gambar 2 perusahaan Fintech 
terkemuka di dunia.

Sumber: Hung dan Luo (2016)

Gambar 2. Perusahaan Fintech Terkemuka 

Tiga belas kategori perusahaan Fintech dari 1.913 perusahaan yang 
berasal dari 58 negara terkemuka pada gambar di atas, seperti perusahaan 
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pembiayaan (lending), pribadi/keuangan, pembayaran (payment), 
pembiayaan ekuitas, pengiriman uang, investasi ritel (Retail Investing), 
investasi institusional, keamanan, infrastruktur, alat bisnis, Crowdfunding, 
perbankan online, dan penelitian & data semuanya berbasis Fintech. 

Sementara di Indonesia, 13 perusahaan Fintech yang beroperasi secara 
legal masih didominiasi perusahaan Fintech yang beroperasi secara 
konvensional (Abdillah, 2019, lihat tabel 3). Walhasil, Fintech yang 
merupakan alih teknologi pada sektor keuangan, kini merambah ke sektor 
industri keuangan (Goldsetin et al., 2019). Lihat gambar 3 berikut.

Sumber: Hung dan Luo (2016)

Gambar 3. Kerangka Strategis Pengembangan Industri Fintech

Dari strategi pengembangan industri berbasis Fintech yang didasarkan 
pada tujuan pemerintah dan aksi strategi yang dilandasi lima pilar, seperti 
Mobile communication, Big-data, Blockchain, pelayana berbasis Cloud, 
dan Bio-recognition merupakan pelayanan sektor keuangan. Menurut 
Mention (2019) transformasi teknologi keuangan ke teknologi industri 
keuangan paling tidak mengalami lima tahapan, yaitu:
a. Membuat strategi data yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis.
b. “Demokratisasi” data untuk semua orang dalam bisnis.
c. Mengubah budaya organisasi berbasis data secara sadar.
d. Mendukung transformasi wawasan budaya berbasis data dengan 

menetapkan KPI berbasis ilmu data.
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e. Menetapkan standar tata kelola data, keamanan, dan privasi.

Menurut Suryono et al. (2020) transformasi teknologi keuangan ke 
teknologi industri keuangan dan bisnis menghadirkan inisiatif Fintech 
berbasis digital. Thakor (2020) menyatakan bahwa sektor perbankan 
yang cakupannya pada keuangan lebih dekat dengan Fintech, maka wajar 
bila sektor perbankan ini memanfaatkan Fintech untuk inovasi sistem 
pembayaran – termasuk Cryptocurency, pasar kredit, dan asuransi melalui 
kontrak pintar berbasis Blockchain.

Haddad et al. (2019) menjelaskan 9 (sembilan) perincian Startup 
dalam kategori Fintech di era transformasi digital berikut pengertiannya, 
sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kategori dan Definisi dalam Fintech

Kategori Definisi 

Manajemen 
Aset

Fintech sebagai perusahaan manajemen aset jika mereka 
menawarkan layanan seperti robo-advice, perdagangan sosial, 
manajemen kekayaan, aplikasi manajemen keuangan pribadi, 
atau perangkat lunak.

Layanan 
pertukaran

Start-up sebagai bursa jika mereka menyediakan layanan 
keuangan atau bursa saham, seperti sekuritas, derivatif, dan 
perdagangan instrumen keuangan lainnya.

Pembiayaan 
Kategori pembiayaan mencakup, misalnya, perusahaan rintisan 
yang menyediakan solusi crowdfunding, crowdlending, kredit 
mikro, dan anjak piutang.

Asuransi 

Kategori asuransi mencakup, misalnya, perusahaan rintisan yang 
menjadi perantara asuransi peer-to-peer, asuransi spot, asuransi 
berbasis penggunaan, manajemen kontrak asuransi, dan layanan 
perantara serta layanan klaim dan manajemen risiko.

Program 
loyalitas

Mempertimbangkan perusahaan rintisan yang menyediakan 
layanan program loyalitas kepada pelanggan, karena mereka 
sering menggunakan analitik data besar dan terkait erat dengan 
transaksi pembayaran. Program loyalitas kategori melibatkan, 
misalnya, perusahaan rintisan yang memberikan penghargaan atas 
loyalitas merek atau memberi pelanggan akses lanjutan ke produk 
baru, kupon penjualan khusus, atau barang dagangan gratis.
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Kategori Definisi 

Yang lain

Sebagian besar rintisan Fintech menawarkan pendidikan dan 
pelatihan investor, layanan latar belakang inovatif (misalnya, 
sistem komunikasi jarak dekat, layanan otorisasi), solusi label 
putih untuk berbagai model bisnis, atau kemajuan teknis 
lainnya yang diklasifikasikan dalam kegiatan bisnis rintisan 
tekfin lainnya.

Pembayaran 

Pembayaran kategori memerlukan model bisnis yang 
menyediakan solusi pembayaran baru dan inovatif, seperti 
sistem pembayaran seluler, dompet elektronik, atau mata uang 
kripto.

Teknologi 
regulasi

Start-up Fintech sebagai perusahaan teknologi regulasi 
jika mereka menawarkan layanan berbasis teknologi dalam 
konteks pemantauan regulasi, pelaporan, dan kepatuhan yang 
menguntungkan industri keuangan.

Risiko 
manajemen

Kategori manajemen risiko berisi perusahaan rintisan yang 
menyediakan layanan yang membantu perusahaan menilai 
keandalan keuangan rekanan mereka dengan lebih baik atau 
mengelola risiko mereka sendiri dengan lebih baik.

Sumber: Haddad et al. (2019)

Fatwa dan Keuangan Syariah

Inovasi teknologi finansial berbasis digital yang sedemikian cepat 
merambah industri keuangan, seperti disebutkan di atas membuat aplikasi 
Fintech perlu diadaptasi dengan hukum syariah. Menurut Nurlaela et al. 
(2020) dalam penelitian berjudul “Reviewing The Fatwas Related To 
Fintech Applications In Islamic Financial Institutions In Indonesia”, 
menyatakan bahwa Fintech dengan berbagai aplikasinya perlu ada fatwa 
kehalalan dan implementasinya.

Amri & Mohammed (2021) menegaskan bahwa perlunya fatwa 
tentang penggunaan Fintech dan aplikasinya pada keuangan syariah demi 
menjamin kehalalannya, karena kini Fintech telah mendominasi sektor 
keuangan. Hal ini dapat dilihat pada lonjakan investasi di sektor ini, selam 
enam tahun dari 2010-2016 total investasi global meningkat > 100 % dari 
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US$9 miliar menjadi US$25. Sementara di investasi modal ventura pada 
periode yang sama dari US$0,8 miliar menjadi US$13,6 miliar. Bahkan 
konsultan Accenture menegaskan bahwa lebih dari US$50 miliar telah 
diinvestasikan di Fintech secara global semenjak tahun 2010.

Menurut Hasan (2020) perkembangan Fintech yang tidak bisa 
dipisahkan dari inovasi teknologi global di sektor keuangan syariah perlu 
didukung dengan fatwa ulama sebagai kepatutan terhadap kepatuhan 
syariah, meskipun ini merupakan tantangan baru bagi Lembaga 
Keuangan Islam (LKI) dalam hal efisiensi operasional, retensi pelanggan, 
transparansi, akuntabilitas dan fisibilitasnya. Demikian pula Yoshida 
(2019) menegaskan bahwa inovasi teknologi keuangan global platform 
digital yang berkontribusi pada inklusi keuangan dari ketidakstabilan 
keuangan perlu diaplikasikan pada Fintech syariah agar efisiensi dan 
efektivitas dalam menangani aliran dana yang beragam.

Prayitno et al. (2020) dalam tulisan berjudul “The Existence of Sharia 
Supervisory Board in Sharia Fintech: Legal Basis and Problematic 
in Indonesia,” menegaskan bahwa Fintech syariah dalam berbagai 
perusahaan tetap harus ada peran efektif dari Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) sebagai manifestasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (DSN-MUI) yang diintegrasikan dengan perundangan-
undangan yang berlaku. Dalam hal ini, MUI telah mengeluarkan Fatwa 
DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang sistem Peer to Peer 
Financing in Financial Technology (Fintech) syariah agar dapat menjadi 
acuan dan kepatutan hukum syariah.

Perlunya fatwa MUI tentang Fintech syariah dikarenakan inovasi 
teknologi berbasis digital memberikan solusi kemudahan layanan, efisiensi 
waktu, fleksibilitas transaksi hingga peningkatan literasi keuangan dan 
teknologi informasi masyarakat. Namun di sisi lain menimbulkan budaya 
konsumerisme, hedonisme, hingga praktik rentenir gaya baru, seperti 
penentuan suku bunga tinggi bagi peminjam online, serta cara penagihan 
di luar batas kewajaran seperti yang terjadi akhir-akhir ini (Hakim at al., 
2019). 

Menurut data yang tercatat di OJK per 30 April 2020, 13 perusahaan 
Fintech syariah di Indonesia telah terdaftar seperti terlihat pada tabel 3 
berikut.
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Tabel 3. Perusahaan Fintech di Indonesia

No Name of the Platform Type Licensed/Registred

1 Investree P2P Lending May 13, 2019

2 Ammana P2P Lending December 13, 2019

3 Dana Syariah IM June 8, 2018

4 Danakoo Crowdfunding February 1, 2019

5 Duha Syariah Payment April 30, 2019

6 Alami P2P Lending April 30, 2019

7 Syarfi Crowdfunding April 30, 2019

8 qazwa P2P Lending August 7, 2019

9 bsalam P2P Lending August 7, 2019

10 ETHIS Crowdfunding October 30, 2019

11 Kapital Boss P2P Lending October 30, 2019

12 Papitupi Syariah P2P Lending October 30, 2019

13 Berkah Fintek Syariah P2P Lending October 30, 2019

Sumber: Rafiki & Nasution (2021)

Dari Tabel 3 di atas, 13 perusahaan Fintech syariah oleh para peneliti, 
seperti Maulida et al. (2020) dalam tulisan berjudul “Implementasi Akad 
Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending 
Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
dan Fatwa DSN-MUI,” mengungkap bahwa sistem informasi dengan 
invoice financing syariah, selain sesuai dengan peraturan OJK No. 77/
POJK.010/2016 bab IV pasal 19 tentang perjanjian pembiayaan layanan 
pinjam-meminjam berdasarkan informasi teknologi dengan pemberi 
pinjaman, sesuai pula dengan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 
tentang Al-Qardh dalam Platform Investree Syariah. 
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Demikian pula, akad Wakalah bi al-Ujrah yang digunakan Platform 
Investree Syariah telah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/
IX/2017 tentang Akad Wakalah bi Al-Ujrah yang dikhususkan pada Fatwa 
DSN-MU No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anak Piutang Syariah. 
Menurut Hasan et al. (2020) bahwa Platfrom Investree Syariah dengan 
Akad Wakalah bi al-Ujrah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-
MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah yang dikhususkan pada 
Fatwa DSN-MUI 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah. 

Umar et al. (2020) juga menegaskan bahwa aplikasi Platform Investree 
Syariah dengan menggunakan Akad Qard dan Wakalah bi al-Ujrah 
sebagai model pembiayan anjak piutang telah sesuai dengan Fatwa DSN-
MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 berkaitan Layanan Pembiayaan Berbasis 
Teknologi Informasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. 

Selain Platform Investree Syariah, Fintech dengan Platform P2P Lending 
Syariah yang sudah mencapai 8 perusahaan terdaftar di Indonesia, menurut 
Noor et al. (2022) belum ada regulasinya. Makanya jangan heran bila 
banyak kasus pinjol yang meresahkan masyarakat (Narastri et al., 2019). 
Menurut Bakti Trisnawati et al. (2022) Platform P2P Lending Syariah 
bagi perlindungan konsumen masih lemah, karena itu perlu diterbitkan 
undang-undang atau peraturan yang mengatur Fintech Platform Lending 
Syariah dan kegiatan usahanya supaya konsumen terlindungi, adanya 
kepastian hukum (Maulidah et al., 2019) sehingga tercipta keadilan, dan 
kemanfaatan. 

  
Prinsip, Nilai, dan Parameter Keuangan Syariah

Perkembangan teknologi keuangan di era digital sangat mendukung 
perkembangan Halal Lifestyle, khususnya dan berkontribusi pada 
pertumbuhan ekonomi (Purwantini et al., 2020), apalagi Islamic Fintech 
dengan berbagai platform digitalnya (Lih. tabel 3, Rafiki & Nasution (2021). 
Dalam istilah lain, inovasi model teknologi digital, seperti Crowdfunding, 
P2P Lending, dan lain-lain harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip 
syariah. Lihat gambar 4 berikut.
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Gambar 4. Screening Fintech Syariah

Menurut Menne et al. (2022) dalam temuannya menjelaskan bahwa 
akitivas bisnis dengan berbagai jenisnya perlu dukungan pemerintah sebagai 
regulator, apalagi model inovasi platform digital, seperti crowdfunding, 
P2P lending, e-commerce, Cryptocurrency, Blockchain, dan lainnya dalam 
bisnis syariah dan keuangannya tak terelakkan digunakan. Karena itu perlu 
adanya penyaringan Fintech syariah. 

Azman et al. (2020) juga menyatakan bahwa kekuatan teknologi model 
inovasi, seperti Crowdfunding, mobile money, peer-to-peer lending, dan 
lainnya perlu diadopsi pada i-Fintech karena sudah terbukti manfaatnya, 
terutama keberlanjutan bagi para pelaku bisnis pada umumnya. Namun 
demikian, kata Muneeza & Musthpha (2019) penggunaan i-Fintech perlu 
kepatuhan terhadap syariah, dan semua konsekuensi transaksi bisnis, 
termasuk penyediaan layanan. Jadi, e-Fintech tetap harus sejalan dengan 
prinsip-prinsip agama Islam seperti larangan riba atau bunga, perjudian, 
ketidakpastian, dan spekulasi langsung. 

Bahkan Shah et al. (2020) menegaskan bahwa kepatuhan pada syariah, 
termasuk Fintech sangat menguntungkan, setidaknya 1) akan meningkatkan 
kepercayaan pelanggan, 2) akan membantu meningkatkan profitabilitas 
dengan mengurangi hukuman kepatuhan nonsyariah dari regulator, dan 3) 
akan meningkatkan kapitalisasi pasar dan stabilitas pengembalian kepada 
investor karena basis pelanggan yang ditingkatkan, tingkat kepercayaan 
yang meningkat, dan peningkatan profitabilitas. 
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Alam et al. (2019) dalam buku berjudul “Fintech and Islamic finance.”, 
mencatat bahwa penggunaan Fintech pada keuangan Islam sangat berarti 
bagi perbankan, investasi, asuransi, dan manajemen kekayaan paling tidak 
pada digitalisasi, dan pengembangannya berbasis Platform SyariahTech 
atau i-Fintech. Menurut Azganin et al. (2020) dan Azganin et al. (2021) 
dalam penelitiannya menegaskan bahwa masyarakat merasa sangat 
diuntungkan dengan adanya i-Fintech, seperti Crowdfunding P2P Lending, 
di samping perlu diperkuat dengan regulasi yang memadai. Hal ini dapat 
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Perbedaan Crowdfunding Konvensional dan Islam

Jenis Crowdfunding 
Konvensional Crowdfunding Islami

Crowdfunding 
berbasis hadiah

Materialistis Konsep al-Falah dapat dimasukkan 
bersama-sama dengan pencapaian 
konsep materialisme.

Crowdfunding 
berbasis donasi

Kemanusiaan Melalui wakaf, zakat, dan sedekah, 
sedangkan tujuan akhirnya adalah 
mencapai al-Falah.

Crowdfunding 
ekuitas

Investor utusan 
dan pemodal 
ventura

Berdasarkan instrumen keuangan 
Islam seperti musyarakah dan 
mudarabah, crowdfunding berbasis 
musyarakah hampir mirip dengan 
crowdfunding ekuitas. Namun 
keindahan dari Crowdfunding berbasis 
mudarabah adalah bahwa investor 
crowd menyediakan total modal awal, 
sementara perusahaan bertanggung 
jawab untuk mengelola operasi bisnis. 
Keuntungan dibagi dalam rasio yang 
telah ditentukan, dan kerumunan harus 
menanggung kerugian jika terjadi 
kegagalan.

Crowdfunding 
hutang

Pinjaman P2P 
dengan bunga

Kontrak berbasis penjualan seperti 
digunakan untuk murabahah, tawaruq, 
dan ijarah.

Sumber: Saiti et al. (2018) dan Azganin et al. (2021)
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Dari Tabel 5 di atas crowdfunding dapat dibedakan menjadi 4 jenis, 
yaitu crowdfunding berbasis hadiah, donasi, ekuitas, dan hutang yang 
masing-masing dapat dijelaskan dari sisi Crowdfunding konvensional 
maupun Islam. Dengan demikian, i-Fintech atau Fintech syariah secara 
teoretis dan praktis dapat diukur parameternya.

Sementara itu, Azganin et al. (2021) menjelaskan parameter i-Fintech 
atau Fintech wakaf syariah secara khusus, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6. Parameter Fintech Wakaf Syariah

Parameter Penjelasan parameter
Parameter 1: 
Parameter 
kepatuhan 
peraturan

1. Prosedur hukum akan diperlakukan dari dua aspek, yaitu: 
a) persyaratan perizinan crowdfunding, dan b) kepatuhan 
kejahatan keuangan anti-pencucian uang (AML)
1.1 Di negara-negara tertentu pengelola platform 

crowdfunding, yang sebagai lembaga wakaf, dalam 
hal ini harus mengajukan izin crowdfunding atau izin 
penggalangan dana untuk mulai menggalang dana dari 
masyarakat.

1.2 Lembaga wakaf harus mematuhi langkah-langkah anti 
pencucian uang dan kejahatan keuangan, yang dapat 
diwujudkan melalui prosedur “Know Your Customer” 
(KYC), yang perlu diterapkan kepada para dermawan 
dan juga penerima manfaat. Mematuhi peraturan 
wakaf lokal tentang manajemen proyek, pengelolaan 
dana, dan persyaratan keterlibatan kemitraan dengan 
badan eksternal adalah wajib. Lembaga wakaf harus 
memastikan bahwa semua transaksi dan perjanjian 
sejalan dengan peraturan ini Zetzsche and Preiner 
(2018).

Parameter 2:
Parameter 
kepatuhan 
syariah

2. Kegiatan investasi aset wakaf dan pengelolaan dana wakaf 
tunai harus sejalan dengan prinsip syariah. Kegiatan ini 
dapat dicapai melalui praktik-praktik berikut.
2.1 Lembaga wakaf harus menugaskan komite syariah 

internal dan eksternal yang akan bertanggung jawab 
untuk memastikan kepatuhan syariah dari semua 
transaksi.
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Parameter 2:
Parameter 
kepatuhan 
syariah

2.2 Persyaratan dan pedoman syariah yang ditetapkan 
oleh badan otoritatif dalam yurisdiksi tertentu harus 
dipraktikkan secara menyeluruh untuk melindungi aset 
wakaf dari kerugian. Jika tidak ada undang-undang 
khusus di suatu negara, lembaga wakaf harus mematuhi 
standar wakaf yang dikeluarkan oleh AAOIFI (AAOIFI, 
2018).

2.3 Mengenai model urun dana wakaf tunai, pengelola dana 
syariah harus ditugaskan untuk menginvestasikan wakaf 
tunai atas nama Mutawalli.

2.4 Terkait dengan model crowdfunding aset wakaf, komite 
syariah harus memeriksa dan meninjau hal-hal berikut.
2.4.1 Prosedur pengumpulan dana.
2.4.2 Menentukan model keuangan Islam atau 

perjanjian dasar yang sesuai untuk setiap jenis 
proyek (misalnya Salam, Istisna, Hikr, dan leasing).

2.4.3 Memeriksa apakah kata-kata pemasaran yang 
digunakan dalam konten membuat representasi 
yang salah atau informasi yang menyesatkan 
untuk crowdfunding/ wakaf.

2.4.4 Memastikan informasi investasi yang diterima 
dari pemilik atau fund manager akurat.

2.4.5 Meninjau keuangan dan detail terkait lainnya 
yang diperlukan untuk menjamin praktik penuh 
prinsip Syariah Rosly (2010), Yuningsih dan 
Muhammad (2020).

Parameter 3:
Parameter 
manajemen 
risiko

3. Pembentukan kerangka manajemen risiko diperlukan untuk 
memaksimalkan keberhasilan proyek lembaga wakaf dan 
memastikan bahwa elemen keabadian ada di semua aset 
wakaf bergerak (termasuk wakaf tunai) dan tidak bergerak. 
Bagian tersebut akan dibagi menjadi dua bagian. Yang 
pertama akan membahas parameter umum yang diperlukan 
untuk adopsi dan pengelolaan platform crowdfunding yang 
efektif untuk kedua model, sedangkan yang kedua akan 
menjelaskan kebijakan yang diperlukan untuk setiap model 
praktis.
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Parameter 3:
Parameter 
manajemen 
risiko

3.1 Persyaratan umum
3.1.1 Lembaga wakaf harus memiliki proses manajemen 

risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, 
mengukur, mengevaluasi, dan memantau semua 
jenis risiko terkait pengelolaan platform dan 
proyek crowdfunding.

3.1.2 Lembaga wakaf perlu menetapkan kebijakan 
manajemen risiko yang komprehensif untuk 
mengidentifikasi dan mengurangi risiko 
lingkungan makroekonomi eksternal yang 
memengaruhi penggalangan dana dari donor 
lokal dan internasional.

3.1.3 Lembaga wakaf harus memahami dan memitigasi 
kemungkinan risiko yang terkait dengan kejahatan 
keuangan dan dana terorisme.

3.1.4 Pengelola platform harus membuat lembar 
syarat dan ketentuan untuk dibagikan dan 
ditandatangani oleh pihak lain (wakif/donor). 
Kebijakan terkait seperti disclaimer dan 
indemnification. Yang terpenting, perjanjian 
keagenan perlu diperhatikan oleh lembaga wakaf, 
yang bertindak sebagai agen atas nama wakif 
untuk mengelola dana.

3.1.5 Pemilik bisnis yang tampaknya melanggar syarat 
dan ketentuan dari perjanjian yang mendasarinya 
harus masuk daftar hitam dari meminta dana.

3.2 Persyaratan khusus
3.2.1 Untuk menghindari penyalahgunaan kejahatan 

keuangan dan tindakan terorisme dana, uji tuntas 
yang tepat perlu dilakukan pada petani atau 
penerima dana.

3.2.2 Harus ada tindak lanjut berkala atas kemajuan 
proyek dan penggunaan dana.

3.2.2.1 Lembaga wakaf wajib melakukan istibdal 
atas aset wakaf yang tercantum dalam 
platform jika tidak mewujudkan tujuan 
wakaf.
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3.2.2.2 Lembaga wakaf harus melakukan uji tuntas 
yang diperlukan pada penerima manfaat 
yang menerima dana. Prosedur ini sangat 
penting untuk menghindari pembiayaan 
yang tidak memenuhi syarat dari entitas 
yang terlibat dalam kegiatan ilegal atau 
penyalahgunaan dana.

3.2.3 Model crowdfunding wakaf tunai
3.2.3.1 Perlindungan permodalan harus menjadi 

tujuan utama pengelola dana sekutu untuk 
memastikan kelanggengan wakaf tunai 
tercapai.

3.2.3.2 Manajer dana harus bertanggung jawab 
untuk mengelola dana wakaf tunai 
dan harus bertanggung jawab atas 
penyalahgunaan atau pelanggaran kontrak 
dengan lembaga wakaf Sulaiman et al 
(2019), Lo (2001).

Parameter 4:
Parameter 
tata kelola 
wakaf

4.1 Transparansi adalah faktor kunci dalam perlindungan 
penuh aset wakaf, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola 
global sangat penting untuk keberhasilan (Daud, 2019).

4.2 Akuntabilitas kepada wakif/donor: Mutawalli harus 
memberikan informasi yang memadai dan pembaruan 
proyek kepada donor. Selain itu, berbagi pendapat dan 
saran dengan orang banyak sangat dianjurkan untuk 
meningkatkan layanan (Siswantoro et al. (2018).

4.3 Pengungkapan detail proyek sangat penting untuk 
membangun kepercayaan dengan wakaf/donatur dan 
memenuhi unsur keikhlasan yang diwajibkan oleh Allah 
SWT (Daud, 2019). Perinciannya mencakup berbagi 
informasi seperti profil petani, penerima manfaat yang 
ditargetkan, dan risiko yang terkait dengan rencana proyek 
dan garis waktu kampanye.

4.4 Mutawalli harus bertanggung jawab penuh dan bertindak secara 
profesional, menunjukkan prinsip-prinsip perilaku Islam.

4.5 Pemilihan petani harus berdasarkan kualifikasi dan 
pengalaman di lapangan. Sementara itu, benturan 
kepentingan, jika ada, harus diungkapkan kepada direksi 
(Siswantoro et al., 2018).
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Parameter 4:
Parameter 
tata kelola 
wakaf

4.6 Lembaga wakaf harus membuat pedoman tata kelola 
perusahaan internal yang berisi hukuman berat bagi mereka 
yang terlibat dalam korupsi atau penyalahgunaan dana.

4.7 Lembaga wakaf dihadapkan pada asimetri informasi ketika 
berhadapan dengan pengelola dana atau petani. Oleh karena 
itu, mereka harus memastikan bahwa mereka menerima 
laporan dan detail proyek yang akurat.

4.8 Lembaga wakaf harus menugaskan departemen baru 
yang harus bertanggung jawab untuk mengelola platform 
crowdfunding. Selain itu, tim harus berpengalaman dan 
berkualitas dalam menangani prosedur pengumpulan dana 
dan investasi.

4.9 Peran dan tanggung jawab karyawan dalam bagan organisasi 
harus didefinisikan dengan jelas.

Sumber: Azganin et al. (2021)

Menurut Laldin & Furqani (2019) dalam tulisan berjudul “Fintech 
and Islamic Finance” menegaskan bahwa era digital di sektor industri 
keuangan membuahkan teknologi keuangan (Fintech) tidak bisa dihindari 
pada keuangan syariah. Fintech syariah sebagai akibat dari inovasi 
teknologi industri keuangan perlu diberi parameter yang jelas, setidaknya 
ada 5 (lima) parameter Fintech syariah (i-Fintech), yaitu:
1) Inovasi keuangan dan teknologi syariah pada prinsipnya diperbolehkan 

(ibahah), apalagi Islam selalu mendorong inovasi dalam layanan 
keuangan untuk memfasilitasi umat manusia dalam kegiatan transaksi 
yang efektif dan efisien; 

2) Penerapan Fintech harus memperhatikan larangan, seperti bunga (riba), 
perjudian (maysir), ketidakpastian (garar), bahaya (dharar), kecurangan 
(tadlis), dll; 

3) Penerapan Fintech harus memperhatikan aturan dalam kontrak, seperti; 
rukun (rukn) dan syarat (shurut); 

4) Penerapan tekfin harus memperhatikan etika Islam dalam bertransaksi, 
dan;

5) Penerapan tekfin harus bertujuan mewujudkan manfaat (maslahat), dan 
menghindari kerugian (mafsadah) di masyarakat.  
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Dari parameter i-Fintech (Sharia Fintech) tersebut di atas, maka dapat 
dikatakan bahwa parameter i-Fintech harus didasarkan pada prinsip dan 
nilai-nilai ajaran Islam tentang transaksi muamalah dan lingkupnya yang 
bersumber al-Quran dan al-Hadis, serta ijmak ulama, seperti Fatwa DSN 
MUI.

Simpulan

Perkembangan Fintech dalam penerapannya pada keuangan syariah 
tak bisa dihindarkan di era Industri 4.0 karena banyak guna manfaatnya, 
sebagaimana sektor keuangan lainnya. Crowdfunding, P2P lending, 
blockchain, cryptocurrency, dan sejenis lainnya yang berplatform digital 
dengan IoT dan AI dapat diadaptasi penggunaannya pada aplikasi i-Fintech 
atau Fintech syariah harus mengacu pada prinsip dan nilai-nilai ajaran 
Islam dengan niat untuk menegakkan kemaslahatan (kebaikan) di dunia 
dan menghindari kemudaratan (kerusakan).

Kepatuhan terhadap prinsip dan nilai-nilai syariah serta perundangan-
undangan yang berlaku, seperti menghindari transaksi money laundering 
(pencucian uang), ribawi, dharar, garar, maysir, taldis, dan najsy suatu 
keharusan, serta mematuhi rukun dan syarat dalam transaksi perlu 
dijalankan. Regulasi pemerintah melalui peraturan perundang-undangan 
dan Fatwa DSN-MUI menjadi energi penyempurna dalam membentuk 
parameter-parameter keuangan syariah berbasis Fintech pada empat 
parameter utama, yakni 1) parameter kepatuhan pada peraturan, 2) parameter 
kepatuhan pada syariah, 3) parameter kepatuhan pada manajemen risiko, 
dan 4) parameter kepatuhan pada tata kelola Fintech syariah.
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